
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 11, 2016 KEMENKES. Obat. Harga. Eceran Tertinggi. 

Informasi. Pencabutan.  

 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 98 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMBERIAN INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menjamin keterjangkauan harga 

obat sebagai upaya memenuhi akuntabilitas dan 

transparansi kepada masyarakat, perlu pengaturan 

pemberian informasi harga eceran tertinggi obat; 

  b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga 

Eceran Tertinggi (HET) pada Label Obat sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian 

Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 

2.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3781); 

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden 

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

9.   Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 

tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik 

(E-Catalogue), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1510); 

 

 MEMUTUSKAN:  

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN 

INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.   Harga Eceran Tertinggi Obat yang selanjutnya disingkat 

HET adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat 

dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik.  
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2.   Katalog Elektronik (e-catalogue) adalah sistem informasi 

elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, 

dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia 

barang/jasa pemerintah. 

3.   Harga Netto Apotek yang selanjutnya disingkat HNA 

adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 

dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada apotek, toko 

obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. 

4.   Obat Generik adalah obat generik dengan menggunakan 

nama Internasional Non Proprietary Name (INN). 

5.   Keluarga Pasien adalah suami atau istri, ayah atau ibu 

kandung, anak kandung, saudara kandung atau 

pengampunya. 

6.   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

pemerintahan di bidang kesehatan.  

  

Pasal 2 

Pengaturan pemberian informasi harga eceran tertinggi obat 

dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat 

yang diberikan kepada masyarakat. 

 

BAB II 

INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT  

PADA LABEL OBAT 

 

Pasal 3 

(1) Industri Farmasi wajib memberikan informasi HET 

dengan mencantumkan pada label obat. 

(2) Informasi HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah; atau 

b. formula HET. 

(3) Informasi HET berupa nilai nominal dalam bentuk satuan 

rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

hanya untuk Obat Generik yang belum terdapat dalam 

www.peraturan.go.id


